
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.479, 2018 BPH MIGAS. Pencabutan 3 (tiga) Peraturan BPH 

Migas.  

 
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN 3 (TIGA) PERATURAN 

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa 3 (tiga) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak 

dan Gas Bumi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat pada saat ini; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pencabutan 

3 (tiga) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 

Bumi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang 

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian  Bahan 

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas 

Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur 

Penyediaan dan Pendistribusian  Bahan Bakar Minyak 

dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui 

Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5308); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4996); 

4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS 

BUMI TENTANG PENCABUTAN 3 (TIGA) PERATURAN 

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.  
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Pasal 1 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: 

1. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Nomor 17/P/BPH MIGAS/VIII/2008 tentang Pelaksanaan 

dan Pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis 

Minyak Tanah Bersubsidi Untuk Rumah Tangga dan 

Usaha Kecil; 

2. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Bahan Bakar 

Minyak Jenis Tertentu untuk Mobil Barang yang 

Digunakan pada Kegiatan Perkebunan dan 

Pertambangan; dan 

3. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Penyalur 

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1181), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Februari 2018 

 

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR 

MINYAK DAN GAS BUMI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

M. FANSHURULLAH ASA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 9 April 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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